
JAKARTA — Pengacara Gayus H.
Tambunan, Adnan Buyung Na-
sution, meminta majelis hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Se-
latan memanggil tiga perusaha-
an Grup Bakrie ke persidangan.
Menurut pengacara senior itu,
kesaksian PT Bumi Resources,
PT Kaltim Prima Coal, dan PT
Arutmin Indonesia penting un-
tuk menguak aliran dana ke re-
kening Gayus.

Buyung menyebut Denny
Adrianz, Vice President Finance
PT Bumi Resources, sebagai sa-
lah seorang yang perlu jadi saksi.
“Dialah yang tahu aliran dana
dari Grup Bakrie ke Gayus,”kata
Buyung di hadapan majelis ha-
kim yang dipimpin Albertina Ho

kemarin.“Dari mana uang Rp 25
miliar yang diblokir itu.”

Gayus, mantan pegawai pa-
jak golongan III-A, menjadi ter-
dakwa kasus penyuapan terha-
dap polisi dan hakim. Adapun
dugaan Gayus menerima suap
belum diungkap.

Jumat dua pekan lalu, Gayus
tertangkap kamera wartawan
sedang menonton pertandingan
tenis di Nusa Dua, Bali. Padahal
pemilik rekening lebih dari Rp
100 miliar itu berstatus tahanan
di Rumah Tahanan Markas Ko-
mando Brimob Kelapa Dua,
Depok.

Sehari kemudian, Aburizal
Bakrie juga tampak menonton
turnamen internasional itu. Na-

mun Bakrie mengatakan keber-
adaan dirinya di Nus Dua tak
ada kaitan dengan Gayus.

Pada persidangan Jumat lalu,
anggota Satuan Tugas Pembe-
rantasan Mafia Hukum, Mas
Achmad Santosa, kembali me-
nyinggung aliran dana dari
Grup Bakrie ke Gayus. Saat di-
jemput di Singapura, kata Ach-
mad, Gayus mengaku sebagian
terbesar uang di rekeningnya
berasal dari Grup Bakrie.

Gayus juga mengaku telah
memuluskan penerbitan surat
ketetapan pajak 2001-2005 PT
KPC, perusahaan batu bara di
bawah Bumi. Ia pun mengurus
surat pemberitahuan pajak pem-
betulan untuk pengurusan “Sun-

set Policy”PT KPC dan PT Arut-
min. Atas semua “jasanya”itu, di
persidangan Gayus pernah
mengaku mendapat uang dari
grup Bakrie sekitar US$ 3 juta.

Tempo belum mendapatkan
tanggapan dari pihak Grup Ba-
krie ihwal kehadiran di peng-
adilan. Juru bicara PT Bumi Re-
sources, Dileep Srivastava, ti-
dak mengangkat telepon dan
tak membalas pesan pendek
Tempo. Namun, akhir pekan la-
lu, Dileep mengatakan Gayus
tak pernah bisa menunjukkan
bukti-bukti tuduhannya. Lagi
pula, menurut dia, kasus pajak
Grup Bakrie telah jelas dan di-
putuskan Mahkamah Agung.

● ISMA SAVITRI | FATUR ROCMAN | SORTA | JAJANG

Buyung Minta 
Grup Bakrie Dipanggil

Untuk memperjelas
aliran dana ke 

rekening Gayus.
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Gayus “Potter” Tambunan

Sehubungan dengan adanya hari libur nasional
untuk merayakan Idul Adha 1431 Hijriah, pada
Rabu, 17 November 2010, Koran Tempo tidak
terbit.

Redaksi

TIDAK TERBIT

www.tempointeraktif.com www.korantempo.com

SELASA 16 NOVEMBER 2010  |  EDISI NO. 3360  |  TAHUN X  |  56 HALAMAN  
RP 3.000 (LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM) HARGA BERAS TETAP NAIK BERITA UTAMA »A3

IKLAN

Puluhan anggota Pewarta Foto Indonesia beraksi di depan Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin. Mereka menegaskan bahwa foto jurnalistik berperan menyampaikan fakta dan bukan rekayasa.

TONY HARTAWAN (TEMPO)





BERITA UTAMA S E L A S A ,  1 6  N O V E M B E R  2 0 1 0 A3

Pemerintah belum 
akan menggelar 

operasi pasar.

JAKARTA — Sekretaris Direk-
torat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan, Gunaryo, me-
nilai masuknya beras impor
belum bisa meredam kenaik-
an harga beras nasional. Se-
lain karena seluruh beras im-
por tidak masuk bersamaan,
pemerintah juga tidak mung-
kin mempercepat impor.
“Proses pengapalan impor
membutuhkan waktu cukup
lama,”katanya kemarin.

Direktur Utama Bulog Su-
tarto Alimoeso menambah-
kan, dari rencana impor be-
ras 600 ribu ton, baru 158 ri-
bu ton yang dikapalkan. Dari
jumlah itu, baru 68 ribu ton

yang masuk ke gudang Bu-
log.“Sedangkan yang 70 ribu
ton masih merapat di pela-
buhan,” ujarnya ketika dihu-
bungi.

Pemerintah merestui renca-
na impor ratusan ribu ton ini
untuk menjaga stok beras na-
sional tetap aman, yakni 1,5
juta ton. Sebab, stok beras di
Bulog awal bulan lalu baru
mencapai 963 ribu ton.

Seluruh beras impor dida-
tangkan sejak awal Oktober.
Vietnam mendapat alokasi
impor 550 ribu ton, sisanya
berasal dari Thailand. Tapi
beras asal Thailand masih
terganjal urusan adminis-
trasi.

Lebih jauh Kementerian
Perdagangan mencatat,harga
rata-rata beras kualitas IR-II
di Ibu Kota kemarin sebesar
Rp 7.300 per kilogram, atau

stabil sejak awal bulan ini.
Namun, bila dibandingkan
dengan kondisi bulan lalu,
harga telah naik 1,13 persen.

Gunaryo memprediksi
harga naik karena stok beras
di Pasar Induk Beras Cipi-
nang turun 10 persen. Sebab,
masa panen gadu hampir
berakhir. Hingga kemarin
stok beras di Cipinang men-
capai 26.305 ton, hanya cu-
kup memenuhi kebutuhan
hingga 9 hari ke depan. Bu-
lan lalu stok beras di pasar
yang menjadi indikator per-
berasan nasional ini menca-
pai 31 ribu ton.

Jika dibandingkan dengan
kondisi kritis, yakni kurang
dari 2.000 ton selama dua
minggu berturut-turut, Ke-
pala Pusat Data dan Infor-
masi Food Station Tjipinang
Jaya, Suminta, menilai stok

beras kali ini aman. Tinggi-
nya harga beras di pasar ter-
jadi karena 30 persen petani
gagal panen akibat cuaca
ekstrem.

Tingginya intensitas hujan
juga menyebabkan penyusut-
an gabah hingga 58 persen.
Walhasil, harga beras dari
petani sudah tinggi.

Pemerintah menilai rata-
rata harga beras nasional se-
lama November Rp 6.723 per
kilogram, naik sekitar 1 per-
sen dibanding bulan lalu.
Karena itu, menurut Gunar-
yo, pemerintah belum akan
menggelar operasi pasar
yang mensyaratkan kenaik-
an harga minimal 2 persen
dari bulan sebelumnya.“Be-
ras dari operasi pasar dita-
kutkan jatuh ke tangan pe-
dagang.”

● EKA UTAMI APRILIA | ROSALINA | VENNIE MELYANI

JAKARTA — Majelis Komisio-
ner dari Komisi Informasi
Pusat memenangkan Indone-
sia Corruption Watch (ICW)
dalam sidang putusan seng-
keta informasi  lembaga swa-
daya masyarakat itu mela-
wan lima sekolah menengah
pertama di Jakarta dan Di-
nas Pendidikan DKI Jakarta.
Pembacaan putusan dilaku-
kan di Ruang Serbaguna Ke-
menterian Komunikasi dan
Informatika, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pu-
sat, kemarin.

Majelis yang dipimpin
Alamsyah Saragih, dengan
anggota Dono Prasetyo dan
Abdul Rahman Ma’mun, me-
mutuskan mengabulkan per-

mohonan ICW untuk mem-
buka Surat Laporan Per-
tanggungjawaban serta kui-
tansi penggunaan dana Ban-
tuan Operasional Sekolah
(BOS), Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP), di lima se-
kolah tersebut sepanjang
2007 sampai 2009.

“Memerintahkan para ter-
mohon memberikan dokumen
yang dimaksud kepada pemo-
hon dalam jangka waktu 10
hari sejak putusan ditetap-
kan,” ujar Alamsyah Saragih.
Lima sekolah di Jakarta itu
adalah SMP 28, SMP 67, SMP
84, SMP 95, dan SMP 190.

Komisi Informasi meng-
anggap alasan Dinas Pendi-
dikan dan pihak sekolah un-

tuk menolak memberikan
dokumen BOS dan BOP itu
tidak relevan. Apalagi ICW
meminta laporan itu sebagai
bahan untuk melakukan
pengawasan oleh masyara-
kat, dalam kaitan dengan ka-
sus dugaan korupsi dalam
program ini.

Atas putusan ini, ICW me-
ngatakan menerima, semen-
tara pihak termohon dari Di-
nas Pendidikan meminta
waktu untuk pikir-pikir du-
lu.“Kami masih akan konsul-
tasi pada atasan dulu,” ujar
Supriyadi, Kepala Seksi Di-
nas Pendidikan Kecamatan
Kramat Jati, yang mewakili
Kepala Dinas Pendidikan,
dalam persidangan.

Dinas Pendidikan diberi
waktu 14 hari untuk meng-
ajukan banding ke Pengadil-
an Tata Usaha Negara. Bila
hal ini tak dilakukan, putus-
an Komisi Informasi tersebut
akan berkekuatan hukum te-
tap.“Bila dokumen tidak di-
serahkan sampai batas wak-
tu, pemohon dapat mengaju-
kan ke pengadilan, karena ini
perbuatan melawan hukum,”
ujar Alamsyah.

Febri Hendri, yang mewa-
kili ICW dalam kasus ini, me-
nyatakan puas atas putusan
tersebut. “Putusan ini dapat
digunakan sebagai acuan un-
tuk membuka kasus-kasus
sejenis,” ujarnya setelah si-
dang. ● RATNANING ASIH

JAKARTA — Pengadilan Ne-
geri Jakarta Pusat kemarin
menolak gugatan prapera-
dilan Tim Pembela Demo-
krasi Indonesia,yang mewa-
kili sejumlah politikus yang
menjadi tersangka kasus su-
ap cek pelawat (traveler’s
cheque).

“Permohonan pemohon
tak beralasan dan ditolak
seluruhnya,” kata hakim
Dehel K. Sadan saat mem-
bacakan putusan.

Menurut hakim tunggal
ini, dalil dan tuntutan pe-
mohon tak memiliki dasar
hukum. Tak ada bukti dari
Tim Pembela Demokrasi
Indonesia tentang sah-ti-
daknya penangkapan, pe-
nahanan, penyidikan, dan
penuntutan oleh KPK ter-
hadap klien mereka.

Dehel menjelaskan, KPK
tak berwenang mengeluar-
kan surat penghentian pe-
nyidikan kalau penangan-
an kasus sudah masuk ke
penyidikan. Sekali masuk
ke penyidikan, penangan-
an kasus harus berlanjut
ke pengadilan.

Tim Pembela mewakili
delapan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat perio-
de 1999-2004 yang disang-
ka menerima cek suap da-

lam pemilihan Deputi Gu-
bernur Senior Bank Indo-
nesia Miranda S. Goeltom.

Para tersangka adalah
Poltak Sitorus, Max Moein,
Matheos Pormer, Jeffres
Tongas Lumban Batu, Soe-
tanto Pranoto, Muhammad
Iqbal, Ni Luh Mariani Tir-
tasari, dan Enggelina H.
Pattiasina. Mereka meru-
pakan sebagian dari total
26 tersangka kasus yang
sama.

Tim Pembela menilai,
KPK menetapkan klien
mereka sebagai tersangka
hanya berdasarkan kete-
rangan Ari Malangjudo—
saksi yang mengaku
mengantar cek suap Rp 24
miliar dari Nunun Nurba-
etie ke para politikus Se-
nayan.

Tim Pembela pun meng-
gugat KPK dengan menu-
duh lembaga antikorupsi
itu melakukan perbuatan
melawan hukum karena
tak tuntas mengusut duga-
an penyuapan.

Petrus Selestinus dari
Tim Pembela kemarin me-
nyatakan banding. “Ban-
ding kami ajukan sekarang
juga karena berpacu de-
ngan waktu,”ujarnya.

● DIANING SARI

JAKARTA –– Polisi berhasil
membekuk pelaku peram-
pokan yang membawa ka-
bur brankas beserta isinya
senilai Rp 10 miliar di Da-
nau Sunter Timur, Jakarta
Utara. “Empat orang ter-
sangka sedang dalam perja-
lanan kemari dari Kebu-
men,” kata Kepala Satuan
Reserse Kriminal Kepolisi-
an Resor Jakarta Utara,
Ajun Komisaris Besar Ir-
wan Anwar, kepada warta-
wan kemarin.

Ia menyatakan, tiga pe-
rampok lainnya masih da-
lam tahap pengejaran. Ke-
tiganya juga tengah berada
di Kebumen, Jawa Tengah.

Ketujuh tersangka pe-
rampokan ini mencuri
brankas dari rumah Han-
doyo Slamet di Danau Sun-
ter Timur Blok C, Sunter

Jaya, Tanjung Priok, Jakar-
ta Utara, pada 16 Oktober
lalu. Brankas itu berisi per-
hiasan dan surat-surat ber-
harga, seperti emas, jam ta-
ngan, serta sertifikat tanah.
“Kalau ditotal-total, jadi
Rp 10 miliar,”ujar Irwan.

Saat itu, ia melanjutkan,
yang ada di rumah hanya
pembantu. Para pelaku pe-
rampokan leluasa masuk ke
rumah tersebut karena te-
lah memberikan obat tidur
kepada pembantu tersebut.
“Brankasnya dibawa de-
ngan mobil,”kata Irwan.

Ketika ditanya lebih jauh
modus perampokan dan
bagaimana detail kronologi
penangkapan perampok, ia
enggan menceritakan lebih
jauh.“Besok saja, akan ada
rilis,”ucapnya.

● PUTI NOVIYANDA | ANTON WILLIAM

KPK Menang 
Melawan Tersangka 
Cek Suap

Polisi Bekuk 
Kawanan Perampok 
Rp 10 Miliar

Impor Beras Tak Redam
Kenaikan Harga

Sidang sengketa ICW dengan lima SMP dan Dinas Pendidikan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemarin.

SUBEKTI (TEMPO)

ICW Menang Sengketa Lawan Dinas Pendidikan
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Mendorong Perubahan di Burma

P embebasan pejuang demokrasi Aung San Suu
Kyi seolah memberi harapan baru akan perubah-
an politik di Burma. Padahal perilaku pemerin-

tah di sana belum banyak berubah. Manuver ini lebih
terlihat sebagai bagian dari strategi politik junta mili-
ter untuk memperkuat kekuasaannya.

Bukan kebetulan jika Suu Kyi dibebaskan hanya se-
pekan setelah pemilihan umum digelar. Hasil resmi
pemilu belum diumumkan, namun radio pemerintah
sudah menyatakan bahwa Partai Pembangunan dan
Solidaritas Bersatu (USDP) menguasai lebih dari 80
persen suara di tingkat daerah dan nasional.

Sulit menghindarkan kesan bahwa pembebasan
Suu Kyi, yang memang sudah jatuh tempo masa pena-
hanannya, adalah bagian dari upaya pemerintah Bur-
ma untuk melegitimasi hasil pemilu. Junta militer seo-
lah ingin menyatakan kepada dunia bahwa mereka te-
lah berubah. Mereka ingin memberi kesan bahwa pro-
ses demokratisasi telah dimulai. Digelarnya pemilu
pertama dalam 20 tahun terakhir itu, dan pembebasan
Suu Kyi, mereka jadikan sebagai simbol perubahan.

Itu sebabnya, dunia internasional harus terus men-
dorong terciptanya perubahan politik mendasar di
Burma. Dan Indonesia, yang sejak 30 Oktober lalu
menjadi Ketua ASEAN, bisa berperan lebih aktif. Si-
kap terlalu lunak demi menjaga perasaan sesama ang-
gota mestinya direvisi. Pendekatan ASEAN terhadap
Burma, yang selama ini bersifat “pelibatan konstruk-
tif”(constructive engagement), jelas perlu diubah.

Pelibatan konstruktif terbukti kurang efektif. Pen-
dekatan ini didasari semangat ASEAN untuk tidak
saling mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
Dengan pelibatan konstruktif, sikap ASEAN adalah
mendorong perubahan politik di Burma tanpa harus
memusuhi pemerintahnya.

Konsep pelibatan konstruktif itu sebetulnya meng-
andung kontradiksi di dalamnya. Bagaimana mungkin
mendorong demokratisasi, sementara junta militer
Burma menolak konsep itu? Tidak mengherankan jika
negara itu pun tak pernah menganggap serius desakan
ASEAN.Terbukti, meski Burma pernah berkomitmen
membebaskan Suu Kyi pada 2009, baru sekarang hal
itu mereka laksanakan. Ini pun bukan jaminan bahwa
pembebasan itu merupakan bagian dari komitmen
mewujudkan “road map to democracy”seperti yang
pernah dijanjikan.

Yang mesti ditekankan, perubahan politik di Burma
tidak cukup dengan pembebasan Suu Kyi. Saat ini
ada 2.000 lebih tahanan politik yang masih disekap di
seantero Burma. Para biksu pun dibantai pada 2007.
Tewasnya ribuan orang akibat badai Nargis pada
2008, gara-gara Burma menutup akses bagi organisasi
bantuan internasional, juga merupakan bukti jelas si-
kap keras mereka.

ASEAN harus berani menagih janji pemerintah
Burma untuk lebih menghormati hak asasi dan me-
wujudkan pemerintahan yang demokratis. Meski teri-
kat oleh prinsip tidak mencampuri urusan sesama
anggota, ASEAN tak boleh lupa bahwa mereka pun
terikat oleh prinsip ASEAN Charter. Piagam yang di-
tandatangani semua anggota ASEAN—termasuk Bur-
ma—pada 2007 ini salah satu pasalnya mengikat para
anggota untuk bersungguh-sungguh menghormati hak
asasi manusia. ●

KUTIPAN
“Tidak semua negara di Asia-Pasifik dalam
kondisi perekonomian yang sama.”

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, kemarin
di Jakarta, menyatakan perdagangan bebas Asia-Pasifik
yang merupakan hasil pertemuan G-20 tidak cocok dengan
perekonomian Indonesia.

“Tidak perlu mundur dari perdagangan 
bebas. Kita yang harus mempersiapkan diri
menghadapinya.”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi,
kemarin di Jakarta, meminta pemerintah bekerja mempersi-
apkan diri menghadapi perdagangan bebas yang sudah
menjadi fakta global. 

JAKARTA – Pengakuan Gayus
H. Tambunan soal pelesiran
ke Bali mestinya menjadi ti-
tik terang untuk membong-
kar skandal di balik kasus
tersebut hingga tuntas. Se-
jumlah kalangan meminta
polisi tak berhenti mengusut
setelah Gayus mengaku me-
ninggalkan rumah tahanan
untuk keluyuran ke Pulau
Dewata.“Harus diselidiki de-
ngan siapa dia ke Bali, kegi-
atannya apa saja, bertemu
siapa, apa deal-nya,” kata
pengamat kepolisian, Bam-
bang Widodo Umar, kepada
Tempo kemarin.

Bambang mencurigai ada
motivasi tertentu saat Gayus
memilih pergi Bali.“Mungkin
ada pihak-pihak yang ingin
memendam kasus yang lebih
besar, yang terkait Gayus,”
ujar guru besar ilmu kepolisi-
an Universitas Indonesia ini.

Jumat dua pekan lalu, Ga-
yus tepergok sejumlah war-
tawan tengah asyik menon-
ton pertandingan tenis inter-
nasional di Nusa Dua, Bali.
Penyamaran dengan mema-
kai rambut palsu tak berha-
sil menyembunyikan gurat
wajah bekas pegawai pajak
golongan III-A itu.

Menurut pengakuan para
penjaga Rumah Tahanan Bri-
mob Polri, Gayus memang bi-
sa keluyuran sesuka hati. Da-
lam lima bulan terakhir, pe-
milik duit mencurigakan le-
bih dari Rp 100 miliar ini ter-

catat 68 kali meninggalkan
penjara tanpa pengawalan.

Pengacara Gayus Tambu-
nan, Adnan Buyung Nasu-
tion, juga meminta polisi
mengusut skenario dan me-
nemukan sutradara kasus
ini. “Apakah ini by design,
skenario, untuk menutupi
perkara pokok?” kata Bu-
yung. “Itu yang harus dipe-
riksa polisi.”

Buyung juga meminta poli-
si mengusut sumber duit Rp
368 juta yang kabarnya dise-
rahkan Gayus kepada Kepala
Rumah Tahanan Mako Bri-
mob, Depok, Komisaris Polisi
Iwan Siswanto, dan jutaan
rupiah lainnya untuk delapan
petugas penjaga sel tahanan.
Soalnya, setahu Buyung, se-
mua rekening Gayus sudah
diblokir polisi. “Siapa yang
biayai dia. Apa dia sendiri
uangnya, atau ada orang lain
yang memainkan dari atas?”

Juru bicara presiden, Julian
Aldrin Pasha, mengatakan
Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono akan meminta penje-
lasan langsung kepada Kepala
Kepolisian RI Jenderal Timur
Pradopo dan pelaksana tugas
Jaksa Agung, Darmono. Presi-
den ingin mengetahui duduk
perkara mudahnya Gayus me-
nerabas jeruji penjara.“Mung-
kin besok (hari ini),”kata Juli-
an kepada wartawan kemarin.
“Presiden tidak apatis terha-
dap kasus Gayus.”

● ANTON SEPTIAN | MUNAWWAROH | ISMA SAVITRI

Kegiatan Gayus di Bali
Harus Dibongkar

Presiden memanggil 
Kepala Polri dan

Jaksa Agung. 

Habis Menangis,
Gayus Mengaku
B erbulan-bulan men-

jalani proses peradil-
an, terdakwa kasus

mafia pajak Gayus Halo-
moan Tambunan tak per-
nah kehilangan senyum
dan kejenakaannya di
persidangan.Tapi, dalam
persidangan di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan,
kemarin, air matanya
tumpah. Ia terbata-bata
memberi keterangan di
hadapan majelis hakim
yang diketuai Albertina
Ho ihwal raibnya dia dari
rumah tahanan Markas
Brimob Kelapa Dua, De-
pok, dua pekan lalu.

“Selama ini saya kehi-
langan waktu saya dengan
keluarga. Dari zaman saya
di Mako (Brimob), ada lima
tahanan keluar. Saya hanya
ikut. Saya tidak mikir ma-
cam-macam,”kata Gayus
sambil berurai air mata.

Gayus menyampaikan
keterangan karena hakim
Albertina meminta penje-
lasan soal menghilangnya
Gayus dari rumah tahan-
an dengan penjagaan su-
perketat itu.“Sehubungan
dengan pemberitaan di
media mengenai perginya
terdakwa ke Bali, majelis
hakim memandang perlu
untuk mendengar penje-
lasan mengenai hal ini,”
kata Albertina.“Oktober
saja 23 kali tidak menem-
pati tahanan.”

Jaksa Subhan mengaku
dia dan sejawatnya tak ta-
hu perihal keluarnya Ga-
yus dari rumah tahanan
atau kepergiannya ke Bali.
“Kami tidak tahu, Maje-

lis.”Padahal media massa
gencar memberitakan
bahwa mantan pegawai
pajak itu sudah 68 kali ke-
luar dari rumah tahanan
Brimob Kelapadua, De-
pok, sejak Juli lalu.

Sambil berurai air ma-
ta, Gayus lalu mengaku
tertekan oleh pemberitaan
tentang orang yang mirip
dirinya sedang menonton
tenis di Nusa Dua, Bali.
“Yang ada di pikiran saya,
refreshing. Saya stres, Bu.
Sebenarnya saya menye-
sal. Saya sedih.Tapi saya
tidak mau orang lain tahu
apa yang sedang saya ra-
sakan,”ujarnya, masih de-
ngan terisak.“Saya tidak
mau bikin repot siapa-sia-
pa. Saya kemarin cuma
kangen sama anak-istri.
Itu saja.”

Seusai sidang, pengaku-
an lain muncul dari Ga-
yus.“Yang di Bali betul
saya,”katanya.Tapi ia ma-
sih menyangkal tudingan
telah menyuap para pen-
jaga dan kepala rumah ta-
hanan.

Meski Gayus sudah
mengaku, sampai kemarin
polisi belum memberi ke-
pastian bahwa pria be-
rambut palsu di Bali yang
gambarnya tersebar di
media massa itu adalah
Gayus Tambunan.“Kalau
mengaku, silakan saja.
Yang jelas, saya sebagai
penyidik tidak akan buka
ke publik,”kata Kepala
Badan Reserse Kriminal
Mabes Polri Komisaris
Jenderal Ito Sumardi.

● ISMA SAVITRI | CORNILA DESYANA

Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan, menangis
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

ADITIA NOVIANSYAH (TEMPO)

Wali Kota Bekasi 
Tersangka Penyuapan
JAKARTA — Komisi Pembe-
rantasan Korupsi menetap-
kan Wali Kota Bekasi Moch-
tar Muhammad sebagai ter-
sangka kasus penyalahguna-
an Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 2010
serta penyuapan. Mochtar di-
duga memakai sebagian ang-
garan daerah itu untuk me-
nyuap panitia agar Bekasi
meraih penghargaan Adipu-
ra 2010. “Penetapan tersang-
kanya sejak siang tadi,” kata
juru bicara KPK, Johan Budi
S.P., saat dihubungi kemarin.

Menurut KPK, penyuapan
terjadi atas perintah Mochtar.
Namun Johan mengaku be-
lum mengetahui berapa uang
daerah yang diselewengkan.
Johan pun tak menyebutkan
perincian duit yang diberikan
kepada oknum panitia di Ke-
menterian Lingkungan Hi-

dup yang memberikan Adi-
pura untuk Bekasi.“Yang je-
las, ada permufakatan antara
tersangka dan oknum pem-
beri Adipura,”ujar Johan.

Selain diduga menyele-
wengkan anggaran daerah
untuk menyuap, menurut Jo-
han, Mochtar diduga meneri-
ma jatah duit APBD.Tapi Jo-
han tak menjelaskan berapa
duit yang diterima Mochtar.

KPK juga telah mengirim
surat kepada imigrasi untuk
mencegah Mochtar bepergi-
an ke luar negeri.

Kepemimpinan Mochtar
juga ternodai kasus penyuap-
an auditor Badan Pemeriksa
Keuangan Jawa Barat.Menu-
rut KPK, penyuapan agar la-
poran keuangan Bekasi men-
dapat predikat wajar tanpa
pengecualian itu pun atas pe-
rintah Mochtar. ● ANTON SEPTIAN



Manajemen menanti
tanggapan KPI terhadap

penolakan sanksi.

JAKARTA — Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) akan meng-
adukan PT Rajawali Citra Tele-
visi Indonesia (RCTI), televisi
swasta yang menayangkan aca-
ra “Silet”, ke polisi. Pengaduan
ini dipicu penayangan acara in-
formasi hiburan itu kemarin si-
ang tanpa izin dari KPI.

Menurut komisioner KPI,
Ezki Suyanto, rencana peng-
aduan ini merupakan keputus-
an rapat KPI kemarin sore.
RCTI dinilai tak melaksanakan
sanksi yang dijatuhkan oleh
KPI atas acara Silet. Laporan
kepada kepolisian dilakukan
secepatnya. ”Tuduhannya, me-
reka membuat berita bohong di

Silet,” kata Ezki ketika dihu-
bungi kemarin. Bahkan KPI
berencana meminta pengadilan
mencabut izin siaran RCTI,
yang dimiliki pengusaha Hary
Tanoesoedibjo.

KPI menjatuhkan sanksi ter-
hadap program Silet untuk tak
tayang sementara hingga peme-
rintah mencabut status “awas”
Gunung Merapi. Sanksi ini me-
rupakan imbas tayangan Silet
edisi 7 November 2010, yang
berisi ramalan dan pesan ber-
antai tentang prediksi letusan
Merapi yang ternyata meresah-
kan masyarakat. Tapi, kemarin
siang, Silet tiba-tiba muncul se-
telah sempat beku.

Namun RCTI berkeras pena-
yangan Silet kemarin tak me-
nyalahi sanksi dari KPI. Menu-
rut Arya Mahendra Sinuling-
ga, Corporate Secretary PT

Media Nusantara Citra, per-
usahaan induk RCTI, Silet bo-
leh ditayangkan lantaran
sanksi KPI belum berlaku.
Proses sengketa di KPI pun be-
lum selesai. “Kami masih me-
nunggu tanggapan KPI atas ja-
waban kami,”ucap Arya. Surat
jawaban dari RCTI sudah di-
sampaikan kepada KPI pada
10 November lalu.

Berdasarkan Pedoman Peri-
laku Penyiaran dan Standar
Program Siaran buatan KPI,
Arya menjelaskan, lembaga pe-
nyiaran yang dijatuhi sanksi
boleh mengajukan jawaban
atau keberatan atas sanksi itu.
”Belum ada peraturan yang
mengatakan kami harus mema-
tuhi sanksi selama proses jawab
masih berlangsung,” ujar Arya.
Bahkan kemarin RCTI juga me-
ngirim surat pemberitahuan

bahwa Silet akan tayang lagi
dan RCTI menunggu tanggapan
KPI atas penolakan sanksi oleh
RCTI.

Ezki mengatakan, RCTI me-
mang sudah memberi jawaban
atas sanksi dari KPI. Pada Ra-
bu, 10 November lalu, Direktur
Utama RCTI Hary Tanoesoe-
dibjo datang ke kantor KPI un-
tuk memberi hak jawab. “Inti-
nya, mereka mengaku tak mela-
kukan pelanggaran seperti
yang dituduhkan,”katanya. Na-
mun KPI tetap dengan penda-
pat bahwa RCTI telah melaku-
kan pelanggaran.

KPI akan menjerat KPI de-
ngan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-
Undang Penyiaran. “Kemung-
kinan pengaduan akan dilaku-
kan pada Kamis nanti,”ujar Ez-
ki. ● REZA M | ANTON SEPTIAN | JOBPIE S

YOGYAKARTA — Pariwisata Yogyakarta mulai meng-
geliat setelah sempat lumpuh akibat letusan Gu-
nung Merapi.“Kami mulai berbenah,”kata Kepala
Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
Tazbir kemarin.

Dia mengatakan semua pihak yang bergerak di
bidang pariwisata telah membuat media center
untuk memberikan informasi yang tepat tentang
kondisi pariwisata Yogyakarta.

Menurut dia, erupsi Gunung Merapi membuat
lokasi wisata di radius 20 kilometer dari puncak
Merapi dan Bandara Adisutjipto ditutup. Akibat-
nya, pusat wisata belanja Jalan Malioboro, Kera-
ton, museum-museum, dan tempat wisata lainnya
yang tidak ditutup pun sepi pengunjung.

Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir
sangat membantu membersihkan beberapa ruas
jalan di pusat Kota Yogyakarta dari abu vulkanik.
Aktivitas sejumlah tempat tujuan wisatawan, se-
perti Malioboro, sudah kembali normal.

Menurut Ketua Asosiasi Perhotelan Kaliurang
Christian Awuy, selama penutupan kawasan rawan
bencana, semua hotel di lokasi tersebut tutup total
sehingga para pengusaha perhotelan merugi.

“Hingga kini kawasan wisata di Kaliurang,Turi,
dan Cangkringan masih tertutup,”kata dia.

Khusus di Kaliurang, kata dia, ada sekitar 280
wisma dan penginapan dengan 3.000 kamar yang tu-
tup sejak erupsi besar Merapi pada 26 Oktober lalu.

Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi Surono, erupsi Gunung Merapi
masih tinggi, meskipun intensitasnya sudah berku-
rang. Hingga pukul 12.00 WIB kemarin, aktivitas
vulkanik Merapi masih tinggi dan statusnya tetap
“awas”.

“Kembali saya tegaskan, yang turun bukan akti-
vitas vulkanik Merapi, tapi intensitas letusannya,”
kata Surono kemarin.

Hingga tengah hari kemarin, kata dia, sudah ter-
jadi gempa vulkanik sebanyak 12 kali, gempa tre-
mor—yang menandakan aktivitas magma masih
terjadi—beruntun, dan guguran material sebanyak
14 kali. Sedangkan luncuran awan panas dan gem-
pa tektonik tidak terjadi.

Meski jarak zona rawan bencana untuk tiga ka-
bupaten dikurangi, Surono menegaskan, pihaknya
tidak merekomendasikan pengungsi yang berada
di luar zona 15 kilometer dipindahkan ke zona
yang lebih dekat dan dinyatakan aman. ● MUH SYAIFULLAH

SEMARANG –– Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan
kembali mencuatkan isu per-
gantian menteri Kabinet In-
donesia Bersatu II. Sekretaris
Jenderal PDI Perjuangan
Tjahjo Kumolo bahkan me-
nuding tujuh menteri tak be-
kerja secara optimal. “Tujuh
menteri itu layak diganti,”
katanya di Semarang, Jawa
Tengah, kemarin.

Menurut dia, informasi itu
diketahuinya dari data Unit
Kerja Presiden untuk Pengelo-
laan Program dan Reformasi
(UKP3R), yang dipimpin oleh
Kuntoro Mangkusubroto.“Su-
dah ada datanya di UKP3R,

kok.”Kalangan Dewan Perwa-
kilan Rakyat juga sudah me-
nyatakan tujuh menteri terse-
but bekerja optimal.

Namun Tjahjo tak menye-
butkan nama tujuh menteri
yang dimaksudkannya, de-
ngan alasan sungkan. Tapi ia
yakin publik bisa menerkanya.
Itu sebabnya, ia meminta Pre-
siden Susilo Bambang Yudho-
yono memberi kejelasan me-
ngenai wacana pergantian
menteri. “Kalau reshuffle, ya,
reshuffle, tak usah ragu-ragu,”
ucap Tjahjo. Kepastian per-
gantian ini dinilainya sangat
penting karena telah membuat
sejumlah menteri tak tenang.

“Jangan menyandera mente-
ri,”tuturnya.Tjahjo juga meng-
akui, Presiden Yudhoyono te-
rus mendekati partainya agar
bersedia bergabung dalam ko-
alisi partai-partai pendukung
pemerintah.

Sejak Oktober silam, se-
jumlah menteri dikabarkan
akan dicopot karena perfor-
manya tak maksimal. Mereka
antara lain Menteri Perhu-
bungan Freddy Numberi,
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Darwin Zahe-
dy Saleh, Menteri Hukum
dan HAM Patrialis Akbar,
serta Menteri Komunikasi
dan Informatika Tifatul Sem-

biring. Kabar perombakan
kabinet muncul bersamaan
dengan setahun pemerintah-
an periode kedua Presiden
Yudhoyono.

Juru bicara Partai Demo-
krat, Ruhut Sitompul, me-
nyatakan siapa pun menteri
yang terkena perombakan
kabinet harus berbesar hati.
Kebijakan perombakan ada
di tangan Presiden, yang te-
lah menyatakan akan meng-
evaluasi kabinet setelah seta-
hun pemerintahan. “Menteri
yang baik tak perlu khawa-
tir,”katanya, 23 Oktober lalu.

Wakil Bendahara Umum
Partai Golkar Bambang Soe-

satyo menimpali dengan
mendesak Presiden Yudhoyo-
no agar tak menggantung pe-
rombakan kabinet, sehari ke-
mudian. Menurut dia, penge-
lolaan isu itu membuat se-
jumlah menteri tak nyaman
sehingga merusak konsentra-
si mereka. “Jangan biarkan
isu reshuffle (perombakan)
kabinet berlarut-larut,” ujar
Bambang. Esok harinya, Staf
Khusus Presiden Bidang In-
formasi dan Hubungan Ma-
syarakat, Heru Lelono, me-
ngatakan evaluasi kinerja
kementerian tak harus beru-
pa reshuffle. “Mungkin yang
moderat adalah diberikan

surat agar ada perbaikan,”
katanya di Pangkalan Udara
Halim Perdanakusuma.

Sepekan kemudian, Ah-
mad Mubarok, anggota De-
wan Pembina Partai Demo-
krat, menyatakan tak ada
pembicaraan soal perombak-
an kabinet di partainya. Pre-
siden juga tak pernah me-
nyinggungnya. “Namun eva-
luasi kabinet tetap sebuah
keniscayaan.” Menurut dia,
beberapa kementerian me-
mang perlu dievaluasi. “Soal
nama dan dari kementerian
mana, itu hak milik Presi-
den,”kata Mubarok.

● ROFIUDDIN | SANDY INDRA PRATAMA | JOBPIE S.

Gara-gara Silet, RCTI Akan
Diadukan ke Polisi

Pariwisata 
Yogyakarta 
Berbenah

PDI Perjuangan Dorong Lagi Perombakan Kabinet

Jabal Rahmah
Seorang anggota jemaah haji
berdoa di Bukit  Jabal Rah-
mah menjelang wukuf di Pa-
dang Arafah, Mekah, Arab
Saudi, kemarin.  Wukuf ada-
lah puncak ibadah haji. 

HASSAN AMMAR (AP)
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P
embangunan bi-
dang kesehatan
merupakan sa-
lah satu upaya
dalam meme-

nuhi salah satu hak dasar
rakyat, yaitu hak untuk
memperoleh pelayanan
kesehatan yang layak dan
memadai. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota (Pemkot)
Tangerang sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari
perencanaan pembangun-
an Provinsi Banten mau-
pun nasional, mengarah-
kan pembangunannya de-
mi kesejahteraaan warga-
nya.

Pemkot Tangerang me-
netapkan Gerakan Pemba-
ngunan Berwawasan Kese-
hatan sebagai strategi
pembangunan nasional.
Hal ini dimaksudkan  un-
tuk mewujudkan Visi
Pembangunan Kesehatan
dalam rangka mencapai
Indonesia Sehat Tahun
2010. Untuk itu, Pemkot
Tangerang terus berupaya
mewujudkan sarana dan
prasarana kesehatan yang
memadai dan terjangkau
bagi segenap warganya. 

Rasio jumlah Puskesmas
terhadap jumlah pendu-
duk kota Tangerang pada
2008 adalah 1: 61.267 pen-

duduk. Dilihat dari rasio
tersebut jumlah Puskes-
mas di Kota Tangerang be-
lum memadai. Namun de-
mikian, kurangnya jumlah
Puskemas sejauh ini bukan
masalah berarti berkat ke-
hadiran sarana pelayanan
kesehatan, seperti balai
pengobatan, rumah bersa-
lin, praktek dokter per-
orangan, maupun praktek
bidan yang sudah cukup
banyak jumlahnya. 

Pemkot Tangerang me-
lakukan pembangunan 30
Puskesmas berstandar ba-
ngunan 2 lantai yang
mempunyai fasilitas labo-
ratorium dan klinik gigi.
Di antara 30 Puskemas itu,

2 di antaranya berstatus
sebagai Puskesmas bersa-
lin, yaitu Puskesmas Ci-
pondoh dan Gembor. Di
samping itu, Pemkot juga
membangun sekitar 9 Pus-
kesmas Pembantu (Pustu),
yang berfungsi untuk me-
luaskan jangkauan. Rasio
Puskesmas Pembantu ber-
banding Puskesmas ada-
lah 0,52. Artinya setiap 2
buah Puskesmas mempu-
nyai 1 buah Puskesmas
Pembantu. 

Sementara itu, Pemkot
juga terus menggalakkan
keberadaan Puskesmas
Keliling yang kini berjum-
lah 30 unit. Pada 2008 lalu,
jumlah Puskesmas Keliling
sebanyak 14 buah. Sedang-
kan, rasio Puskesmas Keli-
ling terhadap Puskesmas
pada tahun 2008 sebesar
0,56. Dengan Rasio
1:30.000 maka jumlah ideal
yang dibutuhkan untuk
meningkatkan pelayanan
Puskesmas Keliling seba-
nyak 50 Puskesmas, maka
saat ini masih dibutuhkan
20 Puskesmas lagi.

Pemkot Tangerang juga
meningkatkan kegiatan
upaya kesehatan bersum-
ber daya masyarakat
(UKBM), berkoordinasi
dengan lintas sektoral, ser-

ta melibakan masyarakat
dalam kegiatan kesehatan
dalam rangka menggalang
kemandirian masyarakat
di bidang kesehatan. Di
Kota Tangerang telah ber-
kembang bentuk-bentuk
UKBM seperti Posyandu,
Posyandu Plus,  Posyandu
Usila, Dana Sehat, Pos
UKK, Toga, Polindes, Saka
Bakti Husada, dan Pos Ke-
sehatan Kelurahan. 

Sejalan dengan pemba-
ngunan sarana kesehatan,
Pemkot Tangerang juga te-
rus meningkatkan layanan
di bidang kesehatan. Prog-
ram Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (Jam-
kesmas) juga terus diga-
lakkan. Pemkot Tangerang
senantiasa komitmen  me-
ningkatkan kesejahteraan
dan taraf hidup keluarga
miskin dan rentan miskin.
Hal ini terbukti, pada tang-
gal 12 Nopember 2010 di-
raihnya penghargaan Ksa-
tria Bakti Husada Kartika
dari Menteri Kesehatan RI,
penghargaan ini diberikan
kepada individu yang te-
lah sukarela menyum-
bangkan tenaga, pikiran
dan pengetahuan dalam
mengembangkan program
kesehatan. �„
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Menuju Indonesia Sehat 2010
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang menetapkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan 
sebagai strategi pembangunan nasional.

H. WAHIDIN HALIM,
Wali Kota Tangerang

Pemerintah Telusuri 
Ancaman RMS untuk Wirajuda

Wirajuda dituding 
turut bertanggung

jawab atas 
pelanggaran hak 
asasi di Maluku. 

JAKARTA –– Kementerian Luar Nege-
ri sedang menelusuri ancaman pe-
nangkapan yang dialamatkan kepa-
da mantan Menteri Luar Negeri RI,
Nur Hassan Wirajuda, di Belanda.

Menurut Direktur Diplomasi
Publik Kementerian Luar Negeri,
Kusuma, ancaman itu diketahui da-
tang dari Republik Maluku Selatan
(RMS).“Kami menunggu kabar da-
ri kedutaan Indonesia di Belanda,”
ujar Kusuma kemarin.

Dalam siaran pers yang dilansir
Minggu lalu, juru bicara RMS, Wil-
lem V. Sopacua, menuduh Wirajuda
turut bertanggung jawab atas pe-
langgaran hak asasi manusia di Ma-
luku pada 2003 dan 2007. Willem
menyatakan, sebagai Menteri Luar

Negeri pada 2001-2009, Wirajuda
ikut bertanggung jawab atas pe-
nyiksaan sejumlah warga Maluku.

Willem menyebut mereka sebagai
“para pejuang RMS”lantaran bera-
ni mengibarkan bendera RMS.

Menurut Willem, RMS telah me-
nyurati Perdana Menteri Belanda
Mark Rutte soal tuntutan itu. Bila
pemerintah Belanda tak menang-
kap Wirajuda, kata Willem, RMS
akan meminta pengadilan menang-
kap Wirajuda setiba di Belanda.
“Pemerintah RMS menantang Has-
san Wirajuda untuk hadir dalam si-
dang dan membela dirinya,” ujar
Willem.

Kusuma berjanji akan mempro-
ses semua tuntutan dan ancaman
RMS yang dialamatkan ke pejabat
Indonesia. Kementerian Luar Nege-
ri, kata dia,akan berkomunikasi de-

ngan pihak kedutaan Belanda di In-
donesia dan mengerahkan segenap
kekuatan diplomasi RI di Belanda.

Kementerian Luar Negeri, kata
dia, juga ingin mengetahui duduk
persoalan tuntutan dan ancaman
oleh organisasi separatis tersebut.
“Agar kami juga siap dengan pro-
sesnya,”ujarnya.

Menurut keterangan tertulis dari
RMS, Wirajuda dijadwalkan ber-
kunjung ke Negeri Kincir Angin itu
pada 23 November untuk memberi
ceramah.

Sebelumnya, RMS juga menun-
tut penahanan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 2 Okto-
ber lalu. Saat itu pemerintah RMS
di pengasingan hendak menuntut

penahanan atas Presiden Yudhoyo-
no melalui proses di pengadilan Be-
landa.

Presiden RMS John Wattilete juga
meminta Perdana Menteri Belanda
saat itu, Jan Peter Balkende, meng-
imbau Yudhoyono agar Indonesia
menghentikan penganiayaan dan
penahanan para pendukung RMS.
Akibat tuntutan itu pula Presiden
Yudhoyono batal mengunjungi Be-
landa pada 6-8 Oktober lalu.

Namun Pengadilan Negeri Den
Haag akhirnya menolak tuntutan
RMS tersebut. Willem mengatakan
RMS telah mengajukan banding
atas ditolaknya tuntutan penang-
kapan Presiden Yudhoyono terse-
but. � SANDY INDRA PRATAMA | ANTON SEPTIAN

JAKARTA –– Majelis hakim
Pengadilan Negeri Jakarta
Barat menolak keberatan
(eksepsi) dua terdakwa pen-
tolan kelompok teroris yang
berlatih ala militer di Aceh
pada dua sidang yang terpi-
sah. Hakim Mutarto, yang
memimpin kedua sidang itu,
menyatakan persidangan di-
lanjutkan ke tahap pemerik-
saan saksi.

Kedua terdakwa itu ada-
lah bendahara kelompok,
Luthfi Haidaroh alias Ubaid;
dan arsitek pelatihan, Qoma-
rudin alias Mustaqim. Dalam
putusan sela, Mutarto menu-
turkan bahwa majelis hakim
memutuskan menolak selu-
ruh poin pembelaan terdak-
wa dan menyatakan Peng-
adilan Negeri Jakarta Barat
berhak menyidangkan per-
kara ini. “Dan memerintah-
kan jaksa untuk segera
menghadirkan saksi-saksi,”
ujar Mutarto dalam sidang
kemarin.

Dakwaan jaksa pun dini-
lai sudah cermat sesuai de-
ngan fakta sehingga tak bi-
sa dianggap kabur. Pasal
yang dikenakan juga meme-
nuhi unsur perbuatan yang
dituduhkan terhadap ter-
dakwa. Surat dakwaan jak-
sa sudah memenuhi syarat
formal dan materiil, yakni
uraian dakwaan tentang pe-
ngenaan pasal dan fakta su-
dah sesuai.

Dalam surat dakwaan, ke-

dua terdakwa pentolan tero-
ris di Aceh itu diancam de-
ngan hukuman mati. Ubaid
adalah orang yang bertang-
gung jawab atas penghim-
punan dana pelatihan di
Aceh. Sedangkan Mustaqim
perancang pelatihan teroris-
me di Pegunungan Jalin, Ke-
camatan Jantho, Aceh Besar,
Nanggroe Aceh Darussalam.
Pada 4 November lalu, para
terdakwa menyampaikan ek-
sepsi mereka.

Atas kedua putusan terse-
but, Tim Jaksa Satuan Tugas
Teroris di bawah Bambang S.
meminta majelis hakim me-
nunda agenda persidangan
untuk menghadirkan saksi-
saksi. “Kami persiapkan da-
lam sepekan ini,”ujar Feritas,
anggota tim jaksa.

Desertir polisi, Sofyan
Tsauri, mengungkapkan ren-
cana deklarasi organisasi Al-
Qaidah Indonesia dalam pe-
latihan di Pegunungan Jalin
dalam persidangan terdakwa
fasilitator pelatihan, yakni
Yudi dan Agam. Menurut
Tsauri, juga terdakwa penju-
al senjata untuk teroris, soal
deklarasi diungkapkan oleh
Yahya alias Dulmatin di
Aceh.Dulmatin adalah tokoh
sentral pelatihan yang tewas
di Pamulang, Maret silam.
Tapi Yudi menyatakan kepa-
da majelis hakim, “Saya tak
tahu semua, saya bantah ke-
terangan Tsauri.”

� SANDY INDRA PRATAMA

Keberatan Dua 
Terdakwa Teroris 
Ditolak 

IKLAN

FRANSISKUS S. (TEMPO)

Hassan Wirajuda 


